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ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS 
ULAMA INDONESIA TERHADAP KONSEP AKAD MURĀBAḤAH 
DI BAITUL MĀL WA TAMWIL beeMASS NGAWI 
 
ABSTRAK 
Akad murābaḥah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 
lebih sebagai laba. Akad murābaḥah merupakan salah satu pembiayaan 
jual beli yang dapat membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi 
kebutuhannya. Akad murābaḥah dilakukan antara penjual dan pembeli 
melalui perantara Baitul Māl Wa Tamwil (BMT). BMT berhak menerima 
keuntungan dari hasil akad tersebut. Seseorang harus membayarkan 
kepada BMT berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Hal ini 
dapat dilihat di ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa 
DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan tersebut harus 
dilakukan oleh setiap lembaga keuangan atau badan hukum, karena jika 
tidak sesuai dengan Fatwa DSN tersebut maka lembaga keuangan 
tersebut telah menyimpang dari Fatwa DSN. Hal inilah yang mendorong 
peneliti untuk melakukan penelitian mendalam tentang “Analisis Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Konsep 
Akad Murābaḥah di Baitul Māl Wa Tamwil beeMASS Ngawi”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman 
mengenai kesesuaian konsep akad murābaḥah di BMT beeMASS Ngawi 
terhadap Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif   
kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
wawancara (interview) dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 
adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa BMT beeMASS Ngawi telah menjalankan ketentuan-ketentuan di 
atas sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang akad 
murābaḥah.  
Kata kunci: DSN-MUI, akad murābaḥah dan BMT beeMASS Ngawi 
 
ABSTRACT 
Murābaḥah contract is to sell an item by confirming its purchase 
price to the buyer and the buyer pays it at a more price as profit. 
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Murābaḥah agreement is one of financing the sale and purchase that can 
help the surrounding community in meeting their needs. Murābaḥah 
scheme is done between seller and buyer through Baitul Māl Wa Tamwil 
(BMT) intermediary. BMT is entitled to receive profit from the contract 
result. A person must pay to the BMT based on the agreement that has 
been done. This can be seen in the provisions set forth by the Fatwa DSN 
MUI Number 04 / DSN-MUI / IV / 2000. Such provisions shall be made 
by any financial institution or legal entity, because if it is inconsistent 
with the DSN Fatwa then the financial institution has deviated from the 
Fatwa DSN. This is what prompted the author to conduct an in-depth 
study of " Fatwa National Sharia Council of Indonesian Council of 
Ulama of the analysis on the concept of murabaha contract in Baitul Māl 
Wa Tamwil beeMASS Ngawi". 
This study aims to get an understanding of the conformity of the 
concept of murābaḥah in BMT beeMASS Ngawi concerning to the 
instructions of DSN-MUI. The type of this research is used field research 
with qualitative descriptive approach. The method used in data collection 
is interview and documentation. The analysis used is deductive method. 
The results of this study can be concluded that BMT beeMASS Ngawi has 
implemented the above provisions in accordance with the fatwa of the 
National Sharia Council of Indonesian Council of Ulama No. 04 / DSN-
MUI / IV / 2000 which explains about murābaḥah scheme.  
Keywords: DSN-MUI, murābaḥah contract and BMT beeMASS Ngawi. 
 
1. PENDAHULUAN 
Dewan Syariah Nasional memiliki fungsi yaitu meneliti dan memberi fatwa bagi 
produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah dan juga dapat 
memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang 
bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini 
dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan 
Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan tersebut. Jika lembaga 
keuangan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional 
dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan 
Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak 
mengembangkan lebih jauh tindakannya yang tidak sesuai dengan Syariah.  
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Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 
maka Dewan Syariah Nasional menetapkan akad murābaḥah Nomor 04/DSN-
MUI/IV2000, setelah menimbang bahwa masyarakat yang memerlukan bantuan 
penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. Dalam rangka 
membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan 
dengan berbagai kegiatan, bank Syariah perlu memiliki fasilitas murābaḥah bagi 
yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai laba. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang 
murābaḥah dijadikan pedoman oleh setiap bank Syariah.1 
Zaman modern kali ini masih banyak masyarakat yang tertipu dengan 
kecepatan pencairan yang diinginkan hanya dengan memberikan jaminan BPKB 
saja, namun pada akhirnya banyak masyarakat yang mengeluh bahwa angsuran 
yang harus dibayarkan jumlahnya sangat besar. BMT merupakan lembaga 
keuangan yang ada di bawah naungan DSN-MUI, meski begitu masih banyak 
BMT yang tidak sesuai dengan setiap Fatwa DSN-MUI. Banyak cara yang akan 
dilakukan oleh pihak BMT, entah dengan cara harga pokok dan margin yang tidak 
sesuai ataupun yang lainnya. Meskipun sangat jarang ditemui adanya pihak BMT 
yang bermain curang namun ada juga BMT yang menjalankan sesuai ketentuan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional, salah satunya adaalah BMT beeMASS Ngawi.
2
   
Kemudian menjadi hal yang menarik untuk melihat dan dilakukan penulisan 
apakah lembaga keuangan Syariah di Indonesia, khususnya KSPS BMT beeMASS 
Ngawi telah menerapkan prinsip Syariah secara murni dalam konsep akad 
murābaḥahnya. Sebab, menurut penulis akad murābaḥah merupakan akad yang 
sangat sering digunakan dalam jual beli dan membantu masyarakat kalangan 
bawah. Mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan 
                                                          
 1 Ichwan Sam (Penyunting), Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah 
Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 60. 
 
2
 Informasi yang didapatkan dari pihak BMT Bee Mass Ngawi bahwa terdapat konsep 
akad murabahah. Informasi ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 14.10 WIB.  
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khususnya untuk perekonomian dalam menghidupi kebutuhannya. Berdasarkan 
uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam 
skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Konsep Akad 
Murābaḥah di BMT beeMASS Ngawi.” 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah Apakah 
konsep akad murābaḥah di BMT beeMASS Ngawi telah sesuai berdasarkan fatwa 
DSN-MUI? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 
konsep akad murābaḥah di BMT beeMASS Ngawi berdasarkan fatwa DSN-MUI.  
2. METODE PENELITIAN  
Jenis penulisan penelitian ini menggunakan penulisan lapangan yang merupakan 
salah satu pengumpulan data dalam penulisan deskriptif kualitatif dan tidak 
memerlukan pengetahuan mendalam pada literatur yang digunakan dan 
kemampuan tertentu dari pihak penulis.  
Pendekatan Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu 
pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan 
menitik beratkan pada aspek hukum. 
Metode penentuan subjek terkait dengan sifat penulisanyang menggunakan 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penulisan tentang riset 
yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.  
Metode Pengumpulan Data yaitu dengan cara wawancara ini dilakukan pada 
tanggal 27 Desember 2017 pukul 14.10 WIB bersama Rica Dian Rachmawati 
posisi sebagai administrasi di BMT beeMASS Ngawi. Dokumentasi adalah sebuah 
cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti 
yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.  
Dari data yang telah terkumpul, penulis menganalisis dengan penulisan 






3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sesuai dengan ketentuan pertama, BMT telah menerapkan konsep sebagai 
ketentuan poin (a) Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat dilihat bahwa BMT selalu 
menyarankan kepada mitra untuk berinfaq. BMT tidak memberikan denda kepada 
mitra, karena menurut BMT denda termasuk riba.  BMT telah menerapkan konsep 
ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (b). Kesesuaian itu dapat dilihat dari 
ketentuan BMT terhadap barang yang diperjual belikan adalah barang yang sesuai 
dengan syari’ah Islam, misalnya pembelian laptop. BMT telah menerapkan konsep 
ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (c). Kesesuaian itu dapat dilihat dari 
ketentuan BMT beeMASS memberikan dana talangan kepada mitra untuk 
pembelian suatu barang sesuai dengan kesepakatan awal. BMT telah menerapkan 
konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (d). Kesesuaian itu dapat dilihat dari 
ketentuan BMT membeli barang yang sah dan bebas riba untuk diperjual belikan 
kepada mitra. BMT telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada 
poin (e). Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan BMT memberitahu kepada 
mitra jika barang itu dibeli secara hutang kepada pihak penjual.  BMT telah 
menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (f). Kesesuaian itu 
dapat dilihat dari ketentuan BMT melakukan kesepakatan kepada mitra. Misal, 
barang yang diperjual belikan laptop. Pihak BMT menjual laptop kepada mitra 
dengan memberitahu harga riil laptop tersebut serta keuntungan yang diambil oleh 
pihak BMT beeMASS. BMT telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-
MUI pada poin (g). Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan BMT memberikan 
jangka waktu yang telah disepakati oleh mitra beeMASS. Jangka waktu yang telah 
disepakati tidak bisa diubah oleh mitra. BMT telah menerapkan konsep ketentuan 
Fatwa DSN-MUI pada poin (h). Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan bahwa 
BMT juga bisa melakukan kesepakatan kepada mitra jika akad tersebut 
disalahgunakan. BMT telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada 
poin (i). Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan BMT tetap menjadi perantara 
akad jual beli meskipun mitra membeli langsung laptop tersebut kepada pihak di 
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toko computer.  Laptop tersebut harus sah menjadi milik BMT dahulu, lalu mitra 
boleh memilikinya.  
Sesuai dengan ketentuan kedua, BMT telah menerapkan konsep sebagai 
ketentuan poin (a) Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat dilihat bahwa mitra harus 
mengikuti prosedur pengajuan dari BMT. Mitra harus mengisi form pengajuan, 
melampirkan fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy jaminan, lalu mitra membuat 
perjanjian atau kesepakatan kepada pihak BMT. BMT telah menerapkan konsep 
ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (b). Kesesuaian itu dapat dilihat dari 
ketentuan mitra melakukan akad murābaḥah kepada pihak BMT beeMASS. 
Sebelum akad murābaḥah disepakati, pihak BMT harus membeli terlebih dahulu 
kepada pihak pengrajin/ produsen barang tersebut.  BMT telah menerapkan konsep 
ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (c). Kesesuaian itu dapat dilihat dari 
ketentuan pihak BMT menawarkan barang tersebut kepada mitra. Lalu mitra harus 
membeli barang tersebut sesuai perjanjian kepada pihak BMT beeMASS. BMT 
telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (d). Kesesuaian 
itu dapat dilihat dari ketentuan saat membuat kesepakatan, pihak BMT 
diperbolehkan meminta uang muka kepada mitra. Namun jika pihak BMT tidak 
meminta pun juga diperbolehkan. BMT telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa 
DSN-MUI pada poin (e). Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan jika barang 
telah sesuai dengan mitra tidak boleh membatalkan barang yang dipesan, karena 
akan merugikan pihak BMT serta mitra harus membayar sesuai kesepakatan awal. 
BMT telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (f). 
Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan jika kesepakatan awal biaya kerugian 
yang dialami pihak BMT diambil dari uang muka mitra namun ternyata uang 
muka tersebut kurang untuk menutupi kerugian yang dialami pihak BMT, maka 
mitra wajib membayarkan angsuran dari kerugian tersebut. BMT telah 
menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (g). Kesesuaian itu 
dapat dilihat dari ketentuan bahwa uang muka yang diberikan oleh mitra bukan 
untuk mempermainkan pihak BMT dengan asal batal terhadap barang tersebut, 
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namun mitra harus membayar sesuai kesepakatan awal ataupun jika BMT 
mengalami kerugian maka mitra harus tetap membayarnya. 
Sesuai dengan ketentuan ketiga, BMT telah menerapkan konsep sebagai 
ketentuan poin (a) Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat dilihat bahwa pemberian 
jaminan diwajibkan oleh BMT beeMASS Ngawi agar mitra serius dalam suatu 
badan hukum dan serius dalam akad yang dilakukan ole pihak BMT.  BMT telah 
menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (b). Kesesuaian itu 
dapat dilihat dari ketentuan pihak BMT beeMASS Ngawi hanya menerima 
jaminan BPKB dan SHM. Khusus SHM digunakan untuk nominal diatas 20 juta. 
Sedangkan untuk BPKB, digunakan untuk nominal diatas 1 juta. 
Sesuai dengan ketentuan keempat, BMT telah menerapkan konsep sebagai 
ketentuan poin (a) Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat dilihat bahwa mitra tetap 
mempunyai kewajiban dalam membayar angsuran kepada pihak BMT atas barang 
yang telah dipesan, meskipun nantinya barang tersebut dijual kepada pihak yang 
lain. BMT telah menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (b). 
Kesesuaian itu dapat dilihat dari ketentuan mitra tidak berkewajiban membayar 
selama mitra menjual barang tersebut kepada orang lain dengan tenggang waktu 
yang telah disepakati dengan pihak BMT. BMT telah menerapkan konsep 
ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (c). Kesesuaian itu dapat dilihat dari 
ketentuan mitra harus tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun mengalami kerugian.  
Sesuai dengan ketentuan kelima, BMT telah menerapkan konsep sebagai 
ketentuan poin (a) Fatwa DSN-MUI. Hal ini dapat dilihat bahwa mitra yang 
menunda termasuk dalam kategori macet dan bermasalah. BMT beeMASS 
melakukan penanganan bagi mitra yang menunda pembayaran. BMT telah 
menerapkan konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI pada poin (b). Kesesuaian itu 
dapat dilihat dari ketentuan mitra tidak diperkenankan menunda-nunda 
pembayaran angsuran yang telah disepakati. Oleh karena itu, Pihak BMT 
melakukan penanganan kepada mitra tersebut sebagai berikut:  
8 
 
1) Diperingatkan terlebih dahulu, melalui sms atau accounting officer yang 
berkunjung ke lapangan.  
2) Jika masih menunda diberikan dua kali surat peringatan. 
3) Jika masih menunda lagi, marketing penagihan dan general manager yang 
akan bersilaturahmi, sekaligus membuat lembaran pernyataan dan 
bertanya kepada mitra menginginkan bagaimana, sanggup atau tidak? Jika 
dia menyatakan tidak mau membayar maka ditutup dengan resiko pihak 
BMT, namun pertanggung jawaban tetap pada Allah. Jika mitra tersebut 
sanggup tetapi belum ada uang yang dibayarkan, maka ditulis dalam 
pernyataan tersebut.   
Sesuai dengan ketentuan keenam Fatwa DSN-MUI tentang akad murābaḥah 
BMT telah menerapkan konsep tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa BMT 
memberikan penanganan kepada pihak yang bangkrut sama halnya dengan 
penanganan pihak yang menunda pembayaran. Pada tahun 2017 BMT mulai 
membuat celengan yang dikhususkan kepada mitra yang menunda maupun 
bangkrut. Celengan tersebut diisi setiap harinya dan setiap bulan dibuka dan 
diambil oleh pihak BMT beeMASS. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Setelah dilakukan analisis oleh penulis terhadap pembahasan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
4.1.1 Kata akad (al-‘aqd) berasal dari bahasa arab yaitu ‘aqada, ya’qidu, 
‘aqdan  yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan 
sebagai suatu istilah hukum Islam.
3
 
4.1.2 Kata Murābaḥah diambil dari bahasa Arab dari kata al-ribḥu (  ُحْبِرلا) 
yang berarti keuntungan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan murābaḥah 
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adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.  
4.1.3 Akad murābaḥah seringkali digunakan oleh masyarakat dikarenakan 
angsuran dan ketentuan yang dibuat tidak membuat para masyarakat 
untuk melakukan akad murābaḥah. Banyak masyarakat telah terbantu 
oleh adanya akad tersebut, dikarenakan selama ini sudah ada yang 
melirik masyarakat kalangan bawah.  
4.1.4 Konsep yang dibuat oleh BMT beeMASS Ngawi tenntang akad 
murābaḥah terdapat tahap yaitu prosedur pengajuan, ketentuan akad 
murābaḥah, penyerahan jaminan, angsuran pokok dan mengatasi 
pembiayaan yang bermasalah. 
4.1.5 Akad murābaḥah di BMT beeMASS Ngawi telah sesuai dengan apa 
yang telah ditetapkan di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI.  
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil penulisan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 
mengajukan saran atau rekomendasi kepada pihak BMT beeMASS Ngawi, untuk 
menjadi bahan pertimbangan selanjutnya yaitu sebagai berikut: 
4.2.1 Pihak BMT beeMASS mampu membacakan Fatwa DSN-MUI kepada 
mitra dari awal kesepakatan, agar tidak terjadi hal yang tidak 
diinginkan di kemudian hari.  
4.2.2 BMT beeMASS bisa menambahkan jaminan yang diberikan oleh mitra, 
jadi bukan hanya berupa BPKB dan SHM saja. Dikarenakan 
perbandingan antara uang yang dipinjam dan yang menjadi jaminan 
sangat tidak seimbangBMT beeMASS bisa menambahkan jaminan 
yang diberikan oleh mitra, jadi bukan hanya berupa BPKB dan SHM 
saja. Dikarenakan perbandingan antara uang yang dipinjam dan yang 
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